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PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM

NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

WALIKOTA MATARAM,

bahwa pendidikan memegang peranan penting dalam
mewujudkan peserta didik menjadi manusia yang lkaarighan
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlagnselhat,
berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan bertanggumnvagja;

bahwa penyelenggaraan pendidikan menjadi targggawab
bersama antara pemerintah provinsi, pemerintahataserta
masyarakat;

bahwa penyelenggaraan pendidikan yang mudainahn dan
bermutu di Kota Mataram diarahkan untuk mewujudkan
masyarakat belajar;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman&dichdalam
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk raR&an
Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Rpkd&ok
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 7 Than 1984 tentang Pengesa
Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Dislas
Terhadap Wanita (Lembaran Negara Tahun 1984 Norfg
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);

UndangtUndang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pemben
Kotamadya Daerah Tingkatl IMataram (Lembaran Neg:
Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara M
3531);

UndangtUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak £
Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, ahan
Lembaran Negara Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 20@ntang Pengadilan H
Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026);

UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindu
Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tami
Lembaran Negara Nomor 4235);

UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Si
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003dXaf@
Tambahan Lembaran Nomor 4301);

UndangbUndang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunar
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dt
Perwakilan Rakgt, Dewan Perwakilan Daerah, dan De
Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara TaH®t
Nomor 92, Tambahan Lembarana Negara Nomor 4310);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

UndangbUndang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemben
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara TAdn
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
Undangtndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerin
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tiaan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah h
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 200%ateg Penetap.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undainglang Nomor
Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undandang Nomor 3
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaraart
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara P
4548);

Undang-Undag Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbai
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintalbanal
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tamt
Lembaran Negara Nomor 4438);

Undangbndang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan C
(Lembaran Negara Tahur005, Nomor 157, Tambah
Lembaran Negara Nomor 4586);

Undang-Undang Nomo® tahun 2009 tentang Badan Huk
Pendidikan (Lembaran Negardahun 2009 Nomor 1
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4965);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentandidikean
Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomoil
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentandidiiear
Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tam

Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah Hiuba

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 193&nt
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 TaBat
tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahu® N8&ho
90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1@9ang Pendidike
Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, alaat
Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah h
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 193a&nt
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 TaBat
tentang Pendid&n Menengah (Lembaran Negara Tahun
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentandidikar
Luar Biasa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 9dhbahal
Lembaran Nomor 3460);

Peraturan Pemerintah Nom@8 Tahun 1991 tentang Pendidi
Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomol
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentamgdt
Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesiduf
1992 Nomor 68, Tambaha Lembaran Negara Repul
Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah ad
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang>&eal
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 rig
Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 20000N6d
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3974);



20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentaram FSert
Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional (Lear
Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran B
Nomor 3485);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 19htlia 2005 tentang Stan
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005dxath
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentandp&gal
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, PemerintBaanal
Provinsi, dan Pmerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lemb
Negara Tahun 2007 Nomor 42, Tambahan Lembaran B
Nomor 4737);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentandidiiear
Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negaran
2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor)4769

24. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 200&rie
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Petaleai
Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Matarahur
2008 Nomor 2 Seri D);

25. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor Sdra 2008 tentar
Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 20080\
3 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM

dan

WALIKOTA MATARAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan uresaeriptahan oleh pemerintah
daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menwa$ atonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnigandsistem dan prinsip negara
persatuan Republik Indonesia sebagaimana dimakalaimdUndang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun1945.



Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mataram.

Daerah adalah Kota Mataram.

Walikota adalah Walikota Mataram.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Pdawmalkakyat Daerah Kota

Mataram.

Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan OlalitazaMataram.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana umwkjodkan suasana belajar dan

proses pembelajaran agar peserta didik secara raktigembangkan potensi dirinya

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pedgéan diri, kepribadian,
kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilam yamgerilikan dirinya, masyarakat,
bangsa dan negara.

8. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peséidé& untuk mengembangkan
potensi diri dalam suatu proses pendidikan yangassekengan tujuan pendidikan.

9. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yaetapkan berdasarkan tingkat
perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicagen kemampuan yang
dikembangkan.

10.Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkda gekhususan tujuan pendidikan
suatu satuan pendidikan.

11.Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yangtteksur dan berjenjang yang terdiri
atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasardigdikan menengah, dan pendidikan
tinggi.

12.Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan dir lpandidikan formal yang dapat
dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

13.Pendidikan informal adalah jalur pendidikan kel@adgn lingkungan.

14.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidija@ng menyelenggarakan
kegiatan pembelajaran, pembimbingan, dan pelaphada jalur formal, nonformal, dan
informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

15.Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya diseBP&AUD adalah suatu upaya
pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahipaadengan usia 6 (enam) tahun
yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pekahdi untuk membantu
pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohami aag&k memiliki kesiapan
dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

16.Pendidikan Dasar adalah pendidikan umum yang lama@y(sembilan) tahun,
diselenggarakan selama 6 (enam) tahun di Sekolahr@&n 3 (tiga) tahun di Sekolah
Menengah Pertama atau satuan pendidikan yang gedera

17.Pendidikan Menengah adalah pendidikan yang disg@agan bagi lulusan pendidikan
dasar.

18.Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disebut TB&ah salah satu bentuk satuan
Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan {iormal yang menyelenggarakan
program kesejahteraan sosial, program pengasuladn @dan program pendidikan anak
sejak lahir sampai dengan berusia 6 (enam) tahun.

19.Kelompok Bermain yang selanjutnya disebut KB adadalah satu bentuk satuan
pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan-fosmal yang menyelenggarakan
program pendidikan dan program kesejahteraan Ioedji lerusia 2 (dua) tahun sampai
dengan 4 (empat) tahun.

20.Taman Kanak-kanak selanjutnya disebut TK adalalahsadatu bentuk satuan
pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikanmfalr yang menyelenggarakan
program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) taburpai dengan 6 (enam) tahun.

21.Raudhatul Athfal selanjutnya disebut RA adalahhsaatu bentuk satuan pendidikan
anak usia dini pada jalur pendidikan formal yangnyedenggarakan program
pendidikan agama Islam bagi anak usia 4 (empathtaampai dengan 6 (enam) tahun.

22.Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah satu bentuk satuan pendidikan
formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pagjang pendidikan dasar.

23.Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disebut Mlladasalah satu bentuk satuan

pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikanm dengan kekhasan agama

Islam pada jenjang pendidikan dasar di dalam bilsepartemen Agama.

agbkrwn

No



24.Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya dised&t &lalah salah satu bentuk
satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan iggad umum pada jenjang
pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD/MI atentuk lain yang sederajat.

25.Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disebut Mafahdsalah satu bentuk satuan
pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikanm dengan kekhasan agama
Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanplaa SD/ Ml atau bentuk lain yang
sederajat di dalam binaan Departemen Agama.

26.Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disebut 8i&ah salah satu bentuk satuan
pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikanm pada jenjang pendidikan
menengah sebagai lanjutan dari SMP/MTs, atau bdaitulyang sederajat.

27.Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disSMK adalah salah satu bentuk
satuan pendidikan formal yang menyelenggarakanigiad kejuruan pada jenjang
pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP/ Mdf&s| bentuk lain yang sederajat.

28.Madrasah Aliyah yang selanjutnya disebut MA adatatah satu bentuk satuan
pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikanm dengan kekhasan agama
Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagaitéenpari SMP/MTs, atau bentuk
lain yang sederajat di dalam binaan Departemen Agam

29.Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya diseb#Kvadalah salah satu bentuk
satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan igdad kejuruan dengan
kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan mahesgbagai lanjutan dari
SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat di dalaraam Departemen Agama.

30.Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disebut SLBaadaendidikan formal yang
menyelenggarakan pendidikan khusus, bersifat sagifeign terdiri atas Sekolah Dasar
Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luas@3i(SMPLB), dan Sekolah
Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).

31.Sekolah berstandar internasional adalah sekolalonasyang menyiapkan peserta
didik berdasarkan standar nasional pendidikan damafaf internasional sehingga
lulusannya memiliki kemampuan daya saing intermasio

32.Pendidikan agama adalah pendidikan yang membepkagetahuan dan membentuk
sikap, kepribadian, dan ketrampilan peserta didiédami mengamalkan ajaran
agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnydumedata pelajaran/kuliah pada
semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

33.Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang besifamgmpersiapkan peserta didik
menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mafiggmnilai-nilai ajaran
agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

34.Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peseritk diang memiliki tingkat
kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran larkeslainan fisik, emosional,
mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecendaisa bakat istimewa.

35.Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan yasejetiggarakan bagi peserta didik
yang mengalami bencana alam, bencana sosial gdnrtidmpu dari segi ekonomi.

36.Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyeleraggapandidikan berdasarkan
kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, danspotersyarakat sebagai perwujudan
pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.

37.Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutigabut PKBM adalah satuan
pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan nandbr

38.Pembelajaran adalah proses interaksi peserta digsigan pendidik dan sumber belajar
pada suatu lingkungan belajar.

39.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengatmesgenai tujuan, isi, dan bahan
pelajaran serta cara yang digunakan sebagai ped@uagelenggaraan kegiatan
pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikanrtrte

40.Kurikulum Muatan Lokal adalah kurikulum operasiongng disesuaikan dengan
kebutuhan daerah.

41.Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalianjgminan, dan penerapan mutu
pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikda patiap jalur, jenjang, dan jenis
pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pamyghraan pendidikan.

42.Supervisi pendidikan adalah kegiatan pengendalurpandidikan.

43. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan gawgdan/atau satuan pendidikan
berdasarkan kriteria atau standar yang telah gitata



44.Sistem Informasi Manajemen Pendidikan adalah layanformasi yang menyajikan
data kependidikan meliputi lembaga pendidikan,kuam, peserta didik, pendidik dan
tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, perabjagian kebijakan pemerintah,
pemerintah daerah serta peran serta masyarakaggad) diakses oleh berbagai pihak
yang memerlukan.

45.Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketdaantgan perilaku yang harus
dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalamlaksanakan tugas keprofesionalan.

46.Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria miningsitang berbagai aspek yang
relevan dalam pelaksanaan pendidikan yang berlaku yéing harus dipenuhi oleh
penyelenggara dan/atau satuan pendidikan di witayaim Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

47.Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, PdateriDaerah, atau masyarakat
yang menyelenggarakan pendidikan.

48.Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan peladsdmponen-komponen sistem
pendidikan pada satuan/program pendidikan pada agalur, jenjang, dan jenis
pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsesigai dengan tujuan pendidikan
nasional.

49.Pengelola pendidikan adalah Pemerintah, PemerirDaerah, Badan Hukum
penyelenggara satuan pendidikan pada jalur peratidiformal, Badan Hukum
penyelenggara satuan pendidikan pada jalur peratidilon-formal, satuan pendidikan
pada jalur pendidikan formal, dan satuan pendidpauata jalur pendidikan non-formal.

50.Pengelolaan pendidikan adalah proses pengaturatantenkewenangan dan
penyelenggaraan sistem pendidikan nasional olehefetah, Pemerintah Daerah,
masyarakat dan satuan pendidikan agar pendidikpat deerlangsung sesuai dengan
tujuan pendidikan nasional.

51.Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkkadifi sebagai guru, konselor,
pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator daebutan lain yang sesuai dengan
kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyedeskgn pendidikan.

52.Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat gangabdikan diri dan diangkat
untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, yandjputie pengelola satuan
pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembangtakawan, laboran, dan teknisi
sumber belajar.

53.Peserta didik adalah warga masyarakat yang berusamgembangkan potensi diri
melalui proses pembelajaran yang tersedia pada j@njang dan jenis pendidikan
tertentu.

54.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PtEBadn pegawai tetap yang diangkat
sebagai pegawai negeri sipil oleh Pemerintah atmeRAntah Daerah berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan.

55.Pegawai Non-PNS yang selanjutnya disebut Non-PN&alhdpengawai tidak tetap
yang diangkat oleh satuan pendidikan atau badamnrhybenyelenggara pendidikan
atau Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdagaekanjian kerja.

56.Sumberdaya pendidikan adalah segala sesuatu yamgrgdnakan dalam
penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenagaerdidikan, masyarakat, dana,
sarana, dan prasarana.

57.Wajib belajar adalah program pendidikan minimalg/amjib diikuti oleh warga negara
Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan ReatefDaerah.

58.Warga masyarakat adalah penduduk Kota Mataram,upgekduar Kota Mataram, dan
warga negara asing yang tinggal di Kota Mataram.

59.Masyarakat adalah kelompok warga masyarakat norepet@ah yang mempunyai
perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

60.Badan Hukum Penyelenggara Pendidikan adalah pemggdea pendidikan yang
didirikan dan dikelola oleh masyarakat.

61.Keluarga miskin adalah penduduk Kota Mataram yadgkt mampu membiayai
pendidikannya.

62.Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang bea@agan berbagai unsur
masyarakat yang peduli pendidikan.

63. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri p@ngnggotakan orangtua/ wali
peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh nrakgayang peduli pendidikan.

64.Forum Komite Sekolah adalah wadah berhimpunnyarapbeKomite Sekolah.



65.Kepala Sekolah/Madrasah adalah guru yang dibemstugmbahan sebagai Kepala
satuan pendidikan.

66.Budaya membaca adalah kebiasaan warga masyarakagtnyanggunakan sebagian
waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk meanbaku atau bacaan lain yang
bermanfaat bagi kehidupan.

67.Budaya belajar adalah kebiasaan warga masyarakad w@enggunakan sebagian
waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk vejajga meningkatkan pengetahuan.

68.Budaya belajar di luar jam sekolah adalah kebiassarga belajar menggunakan
sebagian waktunya sehari-hari pada hari efektible¢tksecara tepat guna untuk belajar
di luar jam sekolah.

69. Sistem Penerimaan Siswa Baru Online selanjutnygbdisPSB Online adalah sistem
Penerimaan Siswa Baru dengan proses entri memat@nsdatabase, seleksi otomatis
oleh komputer, hasil seleksi otomatis online int¢man Short Message Service (SMS)
setiap waktu atau Sistem Online.

70.Iman dan tagwa yang selanjutnya disebut IMTAQ dd&legiatan pembiasaan yang
dilaksanakan di sekolah untuk meningkatkan penghaydan pengamalan nilai-nilai
keagamaan.

71.Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN adalegidan pengukuran dan penilaian
kompetensi peserta didik secara nasional padangmendidikan dasar dan menengah.

BAB 11
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Penyelenggaraan pendidikan berasaskan persamaamergb@an, keadilan,
transparan, akuntabel, berkelanjutan dan demekrati

(2) Pendidikan bertujuan berkembangnya potensi peskdik agar menjadi manusia
yang beriman dan bertagwa kepada Tuhan Yang MaaakEsakhlak mulia, sehat,
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, mampu bersaingdgataraf nasional dan
internasional serta menjadi warga masyarakat yangmo#ratis dan
bertanggungjawab.

BAB 111
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Orangtua/Wali

Pasal 3

(1) Orang tua/ wali peserta didik berhak memilih satpendidikan dan memperoleh
informasi perkembangan pendidikan peserta didik.

(2) Hak memilih satuan pendidikan sebagaimana dimakswuid ayat (1) dilaksanakan
berdasarkan daya tampung satuan pendidikan, preistastempat tinggal peserta
didik.

(3) Hak untuk memperoleh informasi perkembangan pekaidi peserta didik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakanaskerkala dan sesuai dengan
kebutuhan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak memilih satygndidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengaatian Walikota.



Pasal 4

Orang tua/ wali peserta didik wajib:

a.

b.

C.

—h

1)
(@)

3)

menyekolahkan anaknya yang berusia 7 (tujuh) sadgregan 15 (lima belas) tahun,
atau paling rendah tamat pendidikan dasar;

mengawasi peserta didik untuk tidak berada di testgmapat umum pada hari-hari
belajar efektif sekolah;

memerintahkan peserta didik untuk berpakaian yarenutup aurat bagi yang

beragama Islam dan sesuai norma sosial masyarakatinkepatutan bagi yang
beragama lain;

berpakaian yang menutup aurat bagi yang beragdara I$dan sesuai norma sosial
masyarakat/norma kepatutan bagi yang beragama pdaola waktu berada di

lingkungan satuan pendidikan;

melarang peserta didik merokok;

tidak merokok pada waktu berada di lingkunganaapendidikan;

mentaati tata tertib satuan pendidikan.

Bagian Kedua
M asyar akat

Pasal 5

Masyarakat berhak berperan serta dalam perencapelaksanaan, pengawasan, dan
evaluasi program pendidikan

Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan ewsdbagiaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi prasarana dan sarana, kurikulsumber daya ketenagaan, sumber
daya pembiayaan, dan sumber daya lainnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta sebvege dimaksud pada ayat (1)

diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 6

Masyarakat berhak memperoleh informasi mengenagjqreraan dana yang bersumber dari
APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber-sumla@nhya.

Pasal 7

Masyarakat berhak mengajukamiass action (gugatan perwakilan) untuk memaksa
pemerintah daerah dalam melaksanakan kewajibaidalndp penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 8

Masyarakat dapat memberikan dukungan sumber ddsendeenyelenggaraan pendidikan
yang bermutu.

Pasal 9

Masyarakat wajib memberikan perlindungan kepadarpeslidik, pendidik, dan tenaga
kependidikan.



Bagian Ketiga
Satuan Pendidikan

Pasal 10

Setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pearbolen pengembangan sumberdaya
pendidikan baik dari pemerintah, pemerintah daerabppun masyarakat.

Pasal 11

Setiap satuan pendidikan waijib:

a.
b.

C.
d.

memiliki visi dan misi satuan pendidikan yang mengpada visi dan misi daerabh;
mengembangkan lingkungan pendidikan yang sehamaryaaman, bersih dan bebas
asap rokok;

membuat peringatan tertulis “Kawasan Tidak Merokok”

mengembangkan budaya pendidikan dalam bentuk psadvigujur, ikhlas, sabar,
toleran, berdedikasi, bersyukur, dan bertangguwgha

menumbuhkembangkan sifat-sifat keteladanan, keigdaa, keagamaan, dan
akhlakul karimah;

menghasilkan lulusan yang kritis, kreatif, berdagang, memiliki kompetensi sesuai
dengan jenjang pendidikan;

memberikan perlindungan kepada peserta didik, pégdian tenaga kependidikan;
mempertanggungjawabkan bantuan yang bersumberAdBiN, APBD Provinsi,
APBD Kota, dan sumber-sumber lainnya secara traaspa

memberikan penghasilan yang layak dan jaminan Iske@ada pendidik dan/atau
tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan yarejetiggarakan oleh masyarakat;
membuat tata tertib satuan pendidikan yang sektkargngnya memuat tata tertib
peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, otaag wali peserta didik, dan tamu
satuan pendidikan.

Bagian Keempat
Pemerintah Daerah

Pasal 12

Pemerintah daerah berhak:

a.

b.

merencanakan, membimbing, membantu, dan mengaveamdpentahapan dan
penuntasan pendidikan;

mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawagel@aggaraan pendidikan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pemerintah daerah wajib:

a.

b.

C.

melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengembangamgawasan, dan
pengendalian penyelenggaraan pendidikan;

memberikan perlindungan kepada peserta didik, péndian tenaga kependidikan
pada saat melaksanakan profesinya;

memenuhi kebutuhan pendidik dan tenaga kependigligda satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh pemerintah di Kota Mataram;

membantu kebutuhan pendidik dan tenaga kependigi&da satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh masyarakat di Kota Matarames&smampuan daerah;
mengangkat tenaga administrasi sekolah di setiajarjg pendidikan pada satuan
pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintdoth Mataram;

membina, mengembangkan, dan meningkatkan kualifiddedemik dan kompetensi
pendidik.



Bagian Kelima
Peserta Didik

Pasal 14

Peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:

a.

b.

C.

mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agamgaligautnya dan diajarkan
oleh pendidik yang seagama;

mendapatkan pelayanan pendidikan dan pembelajalamdangka pengembangan
pribadinya sesuai dengan bakat, minat, kecerddsainkemampuannya,
mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi;

mendapatkan pembebasan biaya pendidikan, dan/a@sistva, dan/atau bantuan
pendidikan dari pemerintah, pemerintah daerah, &galdan/atau masyarakat bagi
yang berasal dari keluarga miskin;

mendapatkan biaya studi lanjut dari Pemerintah &gebagi peserta didik yang
berasal dari keluarga miskin ditunjukkan dengaaifilN minimal 7,5 untuk setiap
mata pelajaran untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMAKMA dan Indeks Prestasi
(IP) 3,00 untuk jenjang Perguruan Tinggi yang tezdkasi;

memperoleh penilaian hasil belajarnya;

mendirikan dan menjadi pengurus dan anggota om@sinieesiswaan di lingkup
satuan pendidikan;

menyelesaikan program pendidikan sesuai kecepatalajatmya dan tidak
menyimpang dari ketentuan batas waktu yang diterapk

memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan.

Pasal 15

Setiap peserta didik wajib:

a.

b.

C.

mentaati larangan membawa obat-obatan terlaramgolme psikotropika, minuman
keras ke dalam lingkungan sekolah;

menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin kabgsungan proses dan
keberhasilan pendidikan;

belajar setiap hari efektif sekolah di rumah darky 18.00 sampai dengan 21.00
WITA,

memelihara prasarana, sarana, kebersihan, ketertden keamanan pada satuan
pendidikan yang bersangkutan;

mentaati tata tertib satuan pendidikan dan segelantuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

berpakaian yang menutup aurat bagi yang beragdara $an sesuai norma sosial
masyarakat/norma kepatutan bagi yang beragama lain.

Bagian Keenam
Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Paragraf 1
Pendidik

Pasal 16

(1) Pendidik dalam melaksanakan tugas berhak:

a. memperoleh penghasilan yang layak, promosi, pegghat perlindungan, dan
kesempatan untuk meningkatkan kompetensi,

b. bagi non PNS mendapat jaminan sosial didasarkaa paganjian tertulis yang

dibuat antara penyelenggara satuan pendidikan dgregadidik bersangkutan.

memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarabealpgran;

memberikan penilaian sesuai dengan asas edukatif;

Qo



(@)

(1)

(2)

1)
@)
3)

e. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan,;

f.  memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organadesi, kesempatan untuk
berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan, embgngkan, meningkatkan
kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/ atau perlzangan profesi dalam
bidangnya.

Pendidik dalam melaksanakan tugas wajib:

a. merencanakan dan melaksanakan proses pembelagargrbgrmutu, menilai dan
mengevaluasi hasil pembelajaran, menganalisis le&luasi belajar peserta
didik, serta menindaklanjuti hasil analisis damakisanakan secara tertulis;

b. memberikan teladan dan menjaga nama baik lembagprdéesi;

c. meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensass berkelanjutan sejalan
dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknoloyseta;

d. memotivasi peserta didik memanfaatkan waktu unal&jar di luar jam sekolah;

e. memberikan keteladanan dalam menciptakan budayabatmn budaya belajar
dan budaya bersih;

f. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dapertimbangan jenis kelamin,
agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu atau laelakang keluarga, dan status
sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;

g. mentaati tata tertib dan peraturan perundang-uraaarkgde etik guru serta nilai-
nilai agama dan etika;

h. berpakaian yang menutup aurat bagi yang beragdam tk&an sesuai norma sosial
masyarakat/norma kepatutan bagi yang beragama lain;

i. tidak merokok selama berada di lingkungan sateadidikan.

Paragraf 2
Tenaga Kependidikan

Pasal 17

Tenaga kependidikan berhak:

a. memperoleh penghasilan yang layak, promosi, pegghat perlindungan dan
kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;

b. bagi non PNS mendapat jaminan sosial didasarkaa paganjian tertulis yang
dibuat antara penyelenggara satuan pendidikan detg@aga kependidikan
bersangkutan.

Tenaga kependidikan wajib:

a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, mamgkan, Kkreatif,
dinamis, dialogis, inovatif, dan bermartabat;

b. mempunyai komitmen untuk meningkatkan mutu pendidik memberikan
teladan, menciptakan budaya membaca dan budayarbela

c. berpakaian yang menutup aurat bagi yang beragdam tkan sesuai norma sosial
masyarakat/ norma kepatutan bagi yang beragama lain

d. tidak merokok selama berada di lingkungan satesadlipikan.

BAB IV
JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formalp+iormal, dan informal yang dapat
saling melengkapi dan menyempurnakan.

Jenjang pendidikan terdiri atas pendidikan anala ukni, pendidikan dasar, dan
pendidikan menengah.

Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejyrkeegamaan, dan khusus.



(1)
(2)
3)
(4)

()

(1)

(2)
3)

(1)

(2)
3)

Bagian Kedua
Pendidikan Anak Usia Dini

Paragraf 1
Jalur, Bentuk, dan Jenis Pendidikan

Pasal 19

Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakaralmehlur pendidikan formal,
non-formal, dan informal.

Bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jadundidikan formal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi TK/RA, atau yangdesajat.

Bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jgendidikan non-formal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi TPA,&8{#8. yang sederajat.

Bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur petaidi informal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan pendidikan yafaksdinakan dalam bentuk
pendidikan keluarga.

Jenis pendidikan anak usia dini sebagaimana dindagada ayat (1) dapat berupa
pendidikan umum, keagamaan, dan khusus.

Pasal 20

Penyelenggaraan pendidikan pada TK/RA atau yangragd memiliki program
pembelajaran 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dalain.

TK/RA atau yang sederajat harus memiliki ijin perad.

Syarat pemberian ijin pendirian TK/RA atau yangesagt memiliki standar minimal
kurikulum, guru, prasarana dan sarana sesuai keteryang berlaku.

Paragraf 2
Peserta Didik

Pasal 21

Peserta didik TPA atau yang sederajat berusia sajak sampai berusia 6 (enam)
Tahun.

Peserta didik KB atau yang sederajat berusia 2) dbhan sampai 4 (empat) Tahun.
Peserta didik TK/RA atau yang sederajat berusiarand (empat) tahun sampai
dengan 6 (enam) Tahun.

Pasal 22

Pengelompokan peserta didik untuk program pendidikBA, KB atau yang sederajat
disesuaikan dengan kebutuhan, usia dan/atau peakeyab anak.

(1)
(@)

Bagian Ketiga
Pendidikan Dasar

Paragraf 1
Jalur, Bentuk, dan Jenis Pendidikan

Pasal 23
Pendidikan Dasar diselenggarakan melalui jalur jggkeh formal dan nonformal,

Bentuk satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksladayat (1) meliputi SD/MI
dan SMP/MTs atau yang sederajat.



3)
(4)

1)
(@)
3)

1)
(@)
3)

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(1)
(2)

3)

(4)

SD/MI atau yang sederajat terdiri atas 6 (enam@kah SMP/MTs atau yang
sederajat terdiri atas 3 (tiga) tingkat kecualigpean akselerasi;

Jenis pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pati§2aydapat berupa pendidikan
umum, keagamaan, dan khusus.

Paragraf 2
Peserta Didik

Pasal 24

Peserta didik pada SD/MI atau yang sederajat legeurang-kurangnya 6 (enam)
Tahun;

Bagi peserta didik yang berusia kurang dari 6 (gnéamun sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat diterima setelah memperolednrekdasi tertulis dari psikolog;
Peserta didik pada SMP/MTs atau yang sederajaaladalusan SD/MI atau yang
sederajat.

Pasal 25
Peserta didik pada SD/MI atau yang sederajat, SMB/Btau yang sederajat dapat
pindah ke jalur atau satuan pendidikan lain yamgragada tingkat yang sama,;
Peserta didik yang belajar di negara lain padajenpendidikan dasar dapat pindah
ke SD/MI, SMP/MTs atau yang sederajat.
Tatacara dan persyaratan perpindahan sebagaimaa&siid pada ayat (1) dan ayat
(2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

Bagian Keempat
Pendidikan Menengah

Paragraf 1
Jalur, Bentuk, dan Jenis Pendidikan

Pasal 26

Pendidikan menengah diselenggarakan melalui jalendigikan formal dan
nonformal.

Pendidikan menengah berbentuk SMA/MA/SMK/MAK, ateung sederajat.
SMA/MA dikelompokkan dalam program studi sesuaigienkebutuhan.

SMA/MA terdiri atas 3 (tiga) tingkat kecuali progneakselerasi.

SMK/MAK terdiri atas 3 (tiga) tingkat dan dapatatitbah 1 (satu) tingkat.

Jenis pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayatia@at berupa pendidikan
umum, kejuruan, keagamaan, dan khusus.

Pasal 27

Penjurusan pada SMK/MAK atau yang sederajat benkdrtang keahlian.

Bidang keahlian sebagaimana dimaksud pada ayaérdi)i atas 1 (satu) atau lebih
program keahlian.

Pengembangan jenis program keahlian sebagaimanakslich pada ayat (2)
didasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuanologiknseni, budaya, dunia
usaha/dunia industri, ketenagakerjaan baik se@amiamal, regional maupun global.
Pemerintah Daerah melaksanakan penataan dan pesgganbprogram keahlian
setelah mendapatkan masukan dari pemangku kepamnting



Paragraf 2
Peserta Didik

Pasal 28

Peserta didik pada SMA/MA/SMK/MAK atau yang sedatagadalah warga masyarakat
yang telah lulus dari SMP/MTs, atau yang sederajat.

(1)
(2)
3)
(4)

1)

(2)

1)
(@)
3)

Pasal 29

Peserta didik pada SMA/MA dapat pindah pada sapggdidikan lain yang sejenis
pada tingkat yang sama.

Peserta didik pada SMK/MAK dapat pindah pada sapgmlidikan lain yang sejenis
pada tingkat yang sama.

Peserta didik yang belajar di negara lain padaamnjpendidikan menengah dapat
pindah ke SMA/MA/SMK/MAK, atau yang sederajat.

Tatacara dan persyaratan perpindahan sebagaiman&silid pada ayat (1), ayat (2),
dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturaatikbta.

Bagian Kelima
Pendidikan Nonformal

Pasal 30

Satuan pendidikan nonformal dapat berbentuk:
a. lembaga kursus;

b. lembaga pelatihan;

c. kelompok belajar;

d. pusat kegiatan belajar masyarakat;

e. majelis taklim, dan

f. satuan pendidikan yang sejenis

Program pendidikan nonformal meliputi:
pendidikan anak usia dini;

pendidikan kecakapan hidup;

pendidikan kepemudaan;

pendidikan pemberdayaan perempuan,;
pendidikan keaksaraan;

pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
pendidikan kesetaraan; dan

pendidikan lainnya.

S@mPa0 Ty

Bagian Keenam
Pendidikan Bertaraf Internasional dan Berbasis Keunggulan Daerah

Pasal 31

Pendidikan bertaraf internasional dan berbasis gguian daerah diselenggarakan
melalui jalur pendidikan formal.

Pendidikan bertaraf internasional dan berbasis d@guian daerah pada jalur
pendidikan formal berbentuk TK/RA, SD/MI, SMP/MTAVIA/MA/SMK/MAK.

Jenis pendidikan bertaraf internasional dan besbeminggulan daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pendidikan yrkejaruan, keagamaan, dan
khusus.



(4) Tatacara penyelenggaraan pendidikan bertaraf edemnal dan berbasis keunggulan
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayatig@)ayat (3) diatur dengan
Peraturan Walikota.

Pasal 32

(1) Pendidikan khusus dan pendidikan layanan khususlediggarakan melalui jalur
pendidikan formal dan nonformal.

(2) Jenis pendidikan khusus dan pendidikan layananushssbagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat berupa pendidikan umum, kejuruamkdagamaan.

BAB V
PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Pengelolaan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 33

(1) Pengelolaan pendidikan meliputi:
a. perencanaan program;
b. pelaksanaan Rencana Kerja Bidang Pendidikan (RKéd);
c. pengawasan dan evaluasi.
(2) Perencanaan program sebagaimana dimaksud padd alyatuf a, meliputi:
a. Perumusan visi, misi, dan tujuan pendidikan;
b. Penyusunan rencana kerja dituangkan sekurang-kwardalam:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

4. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;

5. Rencana Kerja (RENJA) Dinas.

(3) Perencanaan program sebagaimana dimaksud pad@ ayengikat:
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait;

Badan hukum penyelenggara satuan pendidikan;
Satuan pendidikan yang sudah berbadan hukum;
Penyelenggara pendidikan formal, non-formal daarmél,
Dewan Pendidikan;

Komite Sekolah/ Madrasah atau nama lain yang sejeni
Pendidik dan tenaga kependidikan;

Peserta didik;

Orangtua/wali peserta didik;

Masyarakat;

Pihak-pihak lain yang terkait dengan pendidikan.

AT T S@meoooTy

Pasal 34

(1) Pemerintahan Daerah melakukan pengaturan, pembingamgawasan dan
pengendalian penyelenggaraan pendidikan di daerah.
(2) Pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengensi@bagaimana dimaksud pada
ayat (1), meliputi:
a. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, peraidikiasar, pendidikan
menengah, dan pendidikan nonformal;
b. koordinasi, informasi, dan sinkronisasi antar satkarja perangkat daerah
(SKPD) dan/atau instansi terkait;
c. pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenagahndidig@an pada jalur
pendidikan formal dan nonformal;



1)

(2)

(1)

@)

(1)
(2)

d. penuntasan program wajib belajar pendidikan das@aubgan tahun dan rintisan
wajib belajar dua belas tahun;

penuntasan program buta aksara;

pembimbingan, supervisi, dan konsultasi pengembakgakulum pendidikan;
monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggattaas pendidikan;
pengembangan dan pelestarian pendidikan seni, bBudag bahasa Sasak; dan
pendidikan iman tagwa dan akhlak mulia.

—sQ o

Pasal 35

Pemerintah Daerah melaksanakan penilaian kinerj@mdap satuan pendidikan dan/
atau program pendidikan pada jalur pendidikan fordza nonformal pada setiap
jenjang dan jenis pendidikan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan panilakinerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturank@é{ali

Pasal 36

Pemerintah Daerah mengembangkan dan melaksanakam snformasi manajemen
pendidikan (SIMP) berbasis teknologi, informasi #amunikasi (TIK) secaranline
dancompatible.

Sistem informasi manajemen pendidikan sebagaimamakdud pada ayat (1)
meliputi pengumpulan, pengolahan, dan penyajiam d#atistik pendidikan yang
baku, akurat, valid, dan mutakhir mencakup data idémrmasi pendidikan pada
semua jalur, jenjang, jenis, satuan, dan programdidean.

Pasal 37

Penerimaan Siswa Baru (PSB) pada setiap jenjandiggkan menggunakan sistem
online.

Ketentuan lebih lanjut mengenai PSB online sebagiaandimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Pengelolaan oleh Penyelenggara Satuan Pendidikan

Pasal 38

Penyelenggara satuan pendidikan wajib:

a.

b.
C.

menjamin ketersediaan sumber daya pendidikan sedeagan standar nasional
pendidikan;

menjamin akses pelayanan pendidikan bagi pesetilg di

memantau, mensupervisi, membina, dan membantu nsatizen/ atau program
pendidikan yang diselenggarakannya dalam melakp&ajaminan mutu;

mengikuti akreditasi dan penilaian kinerja satuan/étau program pendidikan; dan
membina, mengembangkan, dan mendayagunakan peddidilenaga kependidikan.



(1)

(@)

BAB VI
KURIKULUM

Pasal 39

Kurikulum pendidikan muatan lokal ditetapkan beetlan hasil identifikasi
kebutuhan belajar khusus masyarakat Kota Matarapatdaerupa bahasa, seni
budaya, dan keterampilan;

Kurikulum pada kelompok mata pelajaran agama datakkmulia diperkaya dengan
pembinaan iman dan takwa (IMTAQ) pada hari Jumat grogram pengembangan
pendidikan agama yang diajarkan sesuai agama yarutdpeserta didik oleh
pendidik yang seagama.

BAB VII
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Pendidik

Paragraf 1
Per syar atan

Pasal 40

Persyaratan untuk menjadi pendidik harus memilikialifikasi akademik serendah-
rendahnya diploma empat (D-1V) atau sarjana (Sljgyaelah memiliki Sertifikat
Pendidikan Profesi yang dikeluarkan oleh lembagadioikan tinggi yang terakreditasi
secara nasional.

(1)

(@)
3)
(4)
()

1)

Paragraf 2
Pengangkatan, Penempatan, dan Pemindahan

Pasal 41

Pengangkatan pendidik sebagai Pegawai Negeri EiNi5) oleh Walikota dilakukan
dengan memprioritaskan Guru Tidak Tetap (GTT) y#lgh mengabdi di satuan
pendidikan yang diselenggarakan di wilayah Kotadvian.

Penempatan dan pemindahan pendidik pada satuaidigandyang diselenggarakan
oleh pemerintah dilakukan secara obyektif dan pare.

Pendidik yang diangkat oleh pemerintah harus ditgkgm pada satuan pendidikan
yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Pendidik dapat pindah atau dipindahkan apabildtelemenuhi syarat atau alasan
tertentu.

Tatacara pengangkatan, penempatan, dan pemindahsetudn pendidikan yang
diselenggarakan oleh pemerintah sebagai PegawariNeipil (PNS) diatur dengan
Peraturan Walikota.

Paragraf 3
Pemberian Tugas Tambahan

Pasal 42
Pendidik yang telah memenuhi persyaratan dapatikisimetugas tambahan sebagai:
Kepala sekolah;
Wakil Kepala Sekolah;
Koordinator Laboratorium;
Kepala Unit Produksi SMK Negeri;
Kepala Bengkel SMK Negeri;
Ketua Program Studi SMK Negeri, atau sebutan laimgysejenis.

"0 Q0T
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Tugas tambahan kepada pendidik pada satuan peawligdng diselenggarakan oleh
pemerintah ditetapkan oleh Walikota.

Tugas tambahan kepada pendidik pada satuan peawligdng diselenggarakan oleh
masyarakat ditetapkan oleh Badan Hukum Penyelead@mamndidikan.

Tatacara pemberian tugas tambahan sebagaimanasticdhgiada ayat (2) diatur
dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4
Per syar atan

Pasal 43

Persyaratan sebagai kepala satuan pendidikan yselgrthgarakan oleh pemerintah,

meliputi:

a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. Sehat jasmani dan rohani;

c. Berusia setinggi-tingginya 56 tahun;

d. Golongan ruang serendah-rendahnya lll/c;

e. Pernah menduduki jabatan wakil kepala sekolah nahifn (satu) kali masa
jabatan;

f.  Memiliki sertifikat pendidik.

Persyaratan sebagai wakil kepala satuan pendidykary diselenggarakan oleh

pemerintah, meliputi:

a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,;

b. Sehat jasmani dan rohani;

c. Berusia setinggi-tingginya 52 tahun;

d. Golongan ruang serendah-rendahnya lll/c.

Persyaratan sebagai Koordinator Laboratorium, Kephlit Produksi SMK Negeri,

Kepala Bengkel SMK Negeri, Ketua Program Studi SM&geri, atau sebutan lain

yang sejenis, meliputi:

a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. Sehat jasmani dan rohani;

c. Berumur setinggi-tingginya 50 tahun;

d. Golongan ruang serendah-rendahnya lll/b.

Tatacara pemberian tugas tambahan, pemindahanpetaberhentian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ddgngan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Tenaga Kependidikan

Pasal 44

Pengangkatan tenaga kependidikan dilakukan olelik@{aldengan memprioritaskan
Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang paling lama mengdbdiatuan pendidikan yang
diselenggarakan di wilayah Kota Mataram.

Pengangkatan tenaga kependidikan sebagaimana dichgkada ayat (1) harus
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Sehat jasmanai dan rohani;

Pendidikan minimal SMP atau sederajat;

Lama pengabdian minimal 2 (dua) tahun dengan meanpaskan usia yang
lebih tinggi yang dibuktikan dengan surat pengatbdiari satuan pendidikan yang
diselenggarakan di Kota Mataram.

Penempatan tenaga kependidikan pada satuan pendigi&ng diselenggarakan
pemerintah dilakukan secara obyektif, transparam tidak diskriminatif dengan
memperhatikan kualifikasi dan kompetensi yang diyeratkan.

apop
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Tata cara pengangkatan, penempatan dan pemindabgaw& Tidak Tetap (PTT) di
satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh petakrisebagai Pegawai Negeri
Sipil (PNS) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wkt

Bagian Ketiga
Pengawas Pendidikan

Pasal 45

Walikota berwenang mengangkat tenaga pengawasdiesalidi lingkup Dinas.

Pengawas yang diangkat oleh Walikota wajib melakukegas pengawasan dan

pembinaan pada satuan pendidikan yang berada ayakilKota Mataram termasuk

yang di bawah binaan Departemen Agama.

Persyaratan sebagai pengawas, meliputi:

a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,;

b. Sehat jasmani dan rohani;

c. Jujur dan disiplin;

d. Berusia setinggi-tingginya 50 tahun pada waktu gkah sebagai pengawas

e. Pernah mendapat tugas tambahan sebagai KepalaaBea#ah/atau guru yang
memiliki kualifikasi pendidikan S 1 di bidangnyaghgpengawas TK/SD dan S 2
bagi pengawas SMP, SMA/SMK yang dikeluarkan olelg@®ian Tinggi yang
terakreditasi secara nasional minimal B;

f.  Memiliki sertifikat pendidik.

Tata cara pengangkatan pengawas satuan pendidiledar dlengan Peraturan

Walikota.

BAB VIlII
PRASARANA DAN SARANA

Pasal 46

Setiap penyelenggara satuan pendidikan wajib meakeal prasarana dan sarana
yang memadai untuk keperluan pendidikan sesuaumpérhan dan perkembangan
potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, éorad, dan kejiwaan peserta didik.
Prasarana pendidikan berupa bangunan gedung wagmenuhi persyaratan
administratif dan persyaratan teknis sesuai furygsin

Ketentuan persyaratan bangunan gedung pendidikaegaenana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketemqgaeaturan perundang-undangan.

BAB I X
PENDANAAN
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 47

Pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab berpamarintah, pemerintah provinsi,
dan pemerintahan daerah, dan masyarakat.



Bagian Kedua
Pengalokasian Dana Pendidikan

Pasal 48

Pemerintahan daerah wajib menganggarkan dana ppkandiolling sedikit 20% (dua puluh
persen) dalam APBD Kota di luar gaji.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 49

Satuan pendidikan wajib:

a. mempublikasikan dan menginformasikan seluruh sund@era yang diterima dari
APBN, APBD, dan sumber lainnya, beserta penggungarkepada para guru,
orangtua/wali peserta didik, dan komite sekolahamabentuk surat edaran Kepala
Sekolah dan pengumuman di tempat yang represeditiifkungan sekolah.

b. mengoptimalkan penggunaan dana yang bersumberA&@@8N, APBD, dan sumber
lainnya dalam membiayai kebutuhan pendidikan.

Bagian Keempat
Beasiswa

Pasal 50

(1) Pemerintah Daerah wajib:

a. memberikan beasiswa kepada peserta didik yangdstgsi di bidang akademik
maupun non-akademik.

b. membebaskan biaya pendidikan, dan/atau memberikeasidwa, dan/atau
bantuan pendidikan kepada peserta didik yang &éledas keluarga miskin;

c. memberikan biaya studi lanjut bagi peserta didikgyderasal dari keluarga
miskin dan berprestasi ditunjukkan dengan nilaabjNasional minimal 7,5 untuk
setiap mata pelajaran untuk jenjang SD/MI, SMP/M3MA/SMK/ MA dan
Indeks Prestasi (IP) minimal 3,00 untuk jenjang gieran Tinggi yang
terakreditasi;

(2) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada Byatildksanakan dengan
prinsip memotivasi, berkeadilan, dan transparansi.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pembeparsyaratan peserta didik dan

pendistribusian beasiswa sebagaimana dimaksud pgda (1) dan ayat (2)

pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X
PEMBUKAAN, PENAMBAHAN, PENGGABUNGAN, DAN PENUTUPAN
LEMBAGA PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 51
Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pembukaaampahan, penggabungan, dan

penutupan satuan pendidikan formal dan nonformmlaeketentuan peraturan perundang-
undangan.
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Bagian Kedua
Pembukaan

Pasal 52

Setiap pembukaan satuan pendidikan formal dan noafowajib memiliki izin

penyelenggaraan pendidikan dari pemerintah dagralputi:

a. izin prinsip penyelenggaraan pendidikan;

b. izin operasional penyelenggaraan pendidikan.

Izin prinsip penyelenggaraan pendidikan sebagairdanaksud pada ayat (1) huruf a

berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun.

Izin operasional penyelenggaraan pendidikan seivege dimaksud pada ayat (1)

huruf b berlaku selama penyelenggaraan pendidilatargsung sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Izin penyelenggaraan pendidikan pada satuan péwadidiormal harus memenuhi

syarat-syarat sebagai berikut:

Hasil studi kelayakan;

Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Sekolah XRIPS

Sumber peserta didik minimal 1 rombongan belajar;

Pendidik yang memenuhi kualifikasi akademik;

Memiliki tenaga kependidikan;

Kurikulum/program kegiatan belajar;

Memiliki dana operasional sekolah selama 5 (lima)uh dibuktikan dengan

rekening bank atas nama badan hukum pendidikan; dan

Memiliki prasarana dan sarana, meliputi:

1. Memiliki luas lahan minimal 1.500 m2 untuk jenjapgndidikan TK, 3.000

m2 bagi jenjang pendidikan SD, 12.000 m2 untukgegjpendidikan SMP,

20.000 m2 bagi SMA/SMK;

Lahan bersertifikat atas nama badan hukum;

Memiliki minimal 1 (satu) ruang belajar dan alatrrinain bagi jenjang

pendidikan TK dan 3 (tiga) ruang kelas belajar hagjang pendidikan SD,

SMP, dan SMA/SMK.

Izin penyelenggaraan pendidikan pada satuan péwadgidiekolah menengah kejuruan

(SMK) selain memenuhi ketentuan sebagaimana dindaksda ayat (4) harus

memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. adanya potensi lapangan kerja yang sesuai dengaankguan tamatan sekolah
menengah kejuruan (SMK) dengan mempertimbangkanemd¢aan satuan
pendidikan sejenis;

b. adanya dukungan masyarakat termasuk dunia usale/duthustri dan unit
produksi yang dikembangkan di satuan pendidikasebart.

Izin penyelenggaraan pendidikan nonformal harus emeini syarat-syarat sebagai

berikut:

a. Hasil studi kelayakan;

b. Sumber warga belajar minimal 20 orang;

c. Pengelola yang memenuhi kualifikasi akademik;

d

e

> @mpoooTw

w N

. Pendidik yang memenuhi kualifikasi akademik;
. Melaksanakan 3 (tiga) program utama, yaitu: PAUDesétaraan, dan
Keaksaraan;

f. Memiliki prasarana dan sarana, berupa: tempatdredan ruang belajar.
Izin penyelenggaran pendidikan sebagaimana dimaksuld ayat (2) tidak dapat
dipindahtangankan dengan cara dan/atau dalam bapagun.
Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pembukasimnan pendidikan formal dan
nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1),(2yaayat (3), ayat (4), ayat (5)
dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Walikota.
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Bagian Ketiga
Penggabungan dan Penambahan

Pasal 53

Dua atau lebih satuan pendidikan sejenis dapdtukitmn penggabungan menjadi satu
satuan pendidika(regrouping).

Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayataldyldih bagi satuan pendidikan
yang memiliki siswa:

a. kurang dari 100 orang peserta didik bagi jenjang SD

b. kurang dari 50 orang peserta didik bagi jenjang SMP SMA/SMK

Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayatajib bergabung dengan
sekolah lain atas dasar efisiensi dan efektivitg@ran pendidikan dengan tetap
mengutamakan prinsip partisipatif.

Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat ¢€Pap#&in dengan Peraturan
Walikota setelah menerima pertimbangan tertulisidatansi terkait.

Penambahan dan penggabungan satuan pendidikarusiaaftini, pendidikan dasar,
pendidikan menengah, dan/atau program keahlian paatalidikan menengah
kejuruan, dan pendidikan non-formal dilakukan sdtehemenuhi persyaratan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penambalsamn penggabungan satuan
pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1ydiahgan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Penutupan

Pasal 54

Satuan pendidikan formal dan nonformal yang sudddk tmemenuhi persyaratan
dalam penyelenggaraan dicabut izin operasionalnya.

Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayadlilétang melaksanakan
kegiatan operasional.

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penutgadman pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturankdtali

BAB XI
PENJAMINAN MUTU

Pasal 55

Setiap satuan pendidikan wajib melakukan penjaminaiu pendidikan.

Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksual @gat (1) dilakukan secara
bertahap, sistematis, dan terencana dalam suagrapmopenjaminan mutu yang
memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.

Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayatafl)ayat (2) dilaksanakan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan pengamimutu satuan pendidikan
bekerjasama dengan Lembaga Penjaminan Mutu Peadid(kPMP) dan Badan
Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (8RP
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BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 57

Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputanpeserta perseorangan,
kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusara arganisasi kemasyarakatan
dalam penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengemdaliau pelayanan pendidikan.
Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud patélaydapat sebagai sumber
daya, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan,lpl@agedan pengendalian mutu
pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada(&yahencakup partisipasi
dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanagavpasan, dan evaluasi
program pendidikan yang dilaksanakan melalui dewamdidikan dan komite
sekolah/madrasah atau nama lain yang sejenis pasangoendidikan;

Pasal 58

Untuk peningkatan mutu dan relevansi program pekahgd Pemerintah Daerah
bersama Pendidikan Tinggi dan/atau pelaku usahatdarndunia usaha/dunia industri
dan/atau asosiasi profesi dapat membentuk Forumrd@si Konsultasi dan

Kerjasama.

Pembentukan Forum Koordinasi Konsultasi dan Kem@saebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Dewan Pendidikan

Pasal 59

Dewan Pendidikan merupakan wadah peran serta naksyadalam peningkatan
mutu layanan pendidikan yang meliputi perencangmmgawasan dan evaluasi
program pendidikan.

Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayabdiferan memberikan
pertimbangan, dukungan tenaga/prasarana/sarangawasan, dan mediator antara
pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraidieard

Dewan Pendidikan berfungsi mendorong tumbuhnya gbern dan komitmen
masyarakat terhadap penyelenggaran pendidikan ybegnutu, melakukan
kerjasama, menampung aspirasi masyarakat, membemilessukan/ pertimbangan,
dan mendorong orang tua dan masyarakat berpastisiplam pendidikan.

Dalam melaksanakan peran dan fungsinya sebagaidiar@ksud pada ayat (1) dan
ayat (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan dukurdgma dan fasilitas lainnya
yang tidak mengikat sesuai dengan kemampuan daerabh.

Bagian Ketiga
Komite Sekolah/M adrasah

Pasal 60
Komite Sekolah/ Madrasah, atau nama lain yang sej@erupakan wadah peran

serta masyarakat dalam peningkatan mutu layanagigokan meliputi perencanaan,
pengawasan dan evaluasi program pendidikan padganspéndidikan.



(2) Komite Sekolah/ Madrasah, atau nama lain yang msejbarperan memberikan
pertimbangan, dukungan tenaga/prasarana/saranajataredserta pengawasan
penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuarighkeaual.

(3) Komite Sekolah/Madrasah, atau nama lain yang segghagaimana dimaksud pada
ayat (1) pada satuan pendidikan bersifat indepeddarntidak mempunyai hubungan
hirarkis dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, BeRendidikan, dan Satuan
Pendidikan.

(4) Komite Sekolah/Madrasah, atau nama lain yang sejdapat dibentuk pada satu
satuan pendidikan, atau satu pada beberapa satuaidiran dalam jenjang yang
sama, atau satu pada beberapa satuan pendidikgrbgdmeda jenjang pada lokasi
yang berdekatan, atau satuan pendidikan yang thkelleh satu penyelenggara
pendidikan.

(5) Untuk memudahkan koordinasi dapat dibentuk Forurmit® Sekolah/Madrasah di
tingkat kecamatan.

(6) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan danfasiatas lainnya yang tidak
mengikat sesuai dengan kemampuan daerah kepadan FEamite Sekolah/
Madrasah di tingkat kecamatan.

(7) Komite Sekolah/Madrasah, atau nama lain yang sejenidalam menjalankan
perannya dilarang menarik pungutan/biaya apapuradeepeserta didik dan/atau
orangtua/wali peserta didik di satuan pendidikaradayang diselenggarakan oleh
pemerintah, kecuali Rintisan Sekolah Bertaraf mmsronal (RSBI) dan Sekolah
Bertaraf Internasional (SBI).

(8) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksuaé pgat (7), Komite Sekolah/
Madrasah, atau nama lain yang sejenis dapat mesmsambangan dari pihak ketiga,
atau orangtua/wali peserta didik secara ikhlas/ aml& dan wajib
dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturangeng-undangan.

(9) Keanggotaan Komite Sekolah sekurang-kurangnya méaju 9 (sembilan) orang
yang terdiri atas:

a. unsur masyarakat, dapat berasal dari orang tua/pedierta didik, tokoh
masyarakat, tokoh pendidikan, dunia usaha/duniaising organisasi profesi
pendidik dan tenaga kependidikan, wakil alumni, Wadserta didik;

b. unsur Dewan Guru, yayasan/ lembaga penyelenggadidilkan {paling banyak
3 (tiga) orang}.

(10) Kepengurusan Komite Sekolah meliputi:

a. Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas:

1. Ketua,;
2. Sekretaris; dan
3. Bendahara.
b. Mekanisme pemilihan pengurus dilakukan dengan:
1. Pengurus dilipih dari dan oleh anggota;
2. Ketua bukan dari kepala satuan pendidikan.
(11) Masa jabatan Komite Sekolah adalah 3 (tiga) tatamdapat dipilih kembali dalam
1 (satu) kali masa jabatan

(12) Dalam pengambilan keputusan Komite Sekolah wajikdmedinasi dengan seluruh

orang tua/ wali murid.

Bagian Keempat
Penghargaan

Pasal 61

(1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepadganmalest yang berjasa di
bidang pendidikan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dascash pemberian penghargaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengatuRen Walikota.



BAB XIlI1
KERJASAMA

Pasal 62

(1) Penyelenggara dan/atau pengelola pendidikan dap&tkuokan kerjasama dengan
lembaga pendidikan dan/atau dunia usaha/dunia tmdien/atau asosiasi profesi
dalam negeri dan/atau luar negeri.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalagka meningkatkan mutu,
relevansi, dan pelayanan pendidikan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjassabagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 63

(1) Pemerintahan Daerah, Dewan Pendidikan, Komite &bKdadrasah atau nama lain
yang sejenis melakukan pengawasan atas penyela@aggpendidikan pada satuan
pendidikan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ukdilrkdengan prinsip
profesional, transparan, dan akuntabel.

(3) Tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimaaiesdd pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Walikota.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 64

Setiap satuan pendidikan yang melakukan pelangdgaradap ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 46, Pasal 52, Basalyat (1) dikenakan sanksi
administrasi berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian kegiatan sementara (skorsing);

c. pencabutan izin operasional.

Pasal 65

Setiap peserta didik, pendidik, tenaga kependidikarasyarakat yang melakukan
pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal #lhdruf ¢, huruf d, huruf e, huruf

f, huruf g, Pasal 11 huruf a, huruf b, huruf c,ufuwd, huruf e, huruf f, huruf h, huruf i,
huruf j, Pasal 15 huruf b, huruf ¢, huruf d, hukuiPasal 16 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf
c, huruf d, huruf e, huruf h, huruf i, Pasal 17tg), Pasal 38, Pasal 46, Pasal 49, Pasal 52,
Pasal 55 ayat (1) dikenakan sanksi administrasigaer

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis; atau

c. pernyataan tidak puas.
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BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 66

Selain pejabat penyidik POLRI yang bertugas mehyitindak pelanggaran

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah iait dlpkukan oleh Penyidik

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Dhaegang pengangkatannya

ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas penyidikan pejabat pénymdigawai negeri sipil

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorargdeatianya pelanggaran;

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di terkp@idian dan melakukan
pemeriksaan;

c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriaedat pengenal diri

tersangka;

melakukan penyitaan benda dan/atau surat;

mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagangka atau saksi;

mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalamurtggnnya dengan

pemeriksaan perkara;

mengadakan penghentian penyidikan setelah mengagiahjuk bahwa tidak

terdapat cukup bukti atau peristiwa terebut bukanupakan tindak pelanggaran,

dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepadantut umum tersangka

atau keluarganya,;

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapattednggung jawabkan.

Dalam melaksanakan tugasnya penyidik pegawai negjpri tidak berwenang

melakukan penangkapan dan penahanan.

Penyidik pegawai negeri sipil membuat berita asatap tindakan tentang:

pemeriksaan tersangka;

pemasukan rumabh;

penyitaan benda;

pemeriksaan surat;

pemeriksaan saksi;

pemeriksaan di tempat kejadian;

mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri tdatbusannya kepada

Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
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BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 67

Setiap orang dan/ atau pengelola dan/ atau pemgdea pendidikan yang melanggar
ketentuan dalam Pasal 4 huruf a, Pasal 11 huésggl 15 huruf a, huruf e, Pasal 16
ayat (2) huruf f, huruf g, Pasal 54 ayat (2), daancdengan Pidana kurungan paling
lama 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling barijpks0.000.000 (lima puluh juta
rupiah).

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (Blaladtindak pidana
pelanggaran.



BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68
(1) Semua ketentuan yang berkaitan dengan penyelemggaendidikan yang telah
ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Dasrafmaisih tetap berlaku sepanjang
tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
(2) Satuan pendidikan yang telah beroperasi sebeluatu?an Daerah ini diberlakukan
dan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimdk$amd Pasal 52 harus sudah

menyesuaikan paling lambat 3 (tiga) tahun sejakdiungkannya Peraturan Daerah
ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69
Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 6 (erandan sejak tanggal pengundangan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanymelamngan Peraturan Daerah

ini dengan penempatannya dalam Lembaran DaerahNfati@ram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 15 Juni 2009
WALIKOTA MATARAM,

ttd

H.MOH. RUSLAN

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 16 Juni 2009
SEKRETARIS DAERAH
KOTA MATARAM,

ttd

H.L. MAKMUR SAID

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2009 NOMOR 3 SERI E



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM

NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KOTA MATARAM

l. PENJELASAN UMUM

Kebijakan otonomi pendidikan bermula dari diberlg&anya Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerafy gadalamnya mengatur tentang
pemberian otonomi yang luas kepada pemerintah leabnfixota. Kebijakan tersebut telah
mengubah paradigma pengelolaan pemerintahan tekmaendidikan, dari bersifat
sentralistik menjadi desentralistik.

Dengan otonomi pendidikan tersebut pemerintah katlemgkota secara leluasa
membuat perencanaan dan melakukan pengambilan us@putsendiri dalam rangka
membangun dan mengatasi masalah pendidikan ditda@alengan tetap mengacu pada
tujuan dan strategi pembangunan pendidikan nasional

Mataram sebagai Ibukota Propinsi Nusa Tenggarat Baeaempatkan pendidikan
sebagai salah satu kunci keberhasilan pembangumaaional dan daerah. Melalui
pendidikan yang bermutu diharapkan dapat menciptakéataram sebagai pusat
pendidikan dan/atau pusat pengembangan ilmu pdngeiadan teknologi di Nusa
Tenggara Barat yang dilengkapi dengan sarana @sanana standar internasional.

Pemerintahan Daerah dan masyarakat Kota Mataratakbdr untuk menghasilkan
sumber daya manusia yang berkualitas melalui spanhdidikan yang bermutu sesuai
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknekrm imtaq, sehingga mampu
menjawab berbagai tantangan zaman yang selalu derintuk itu dilakukan upaya
melalui peningkatan mutu pendidikan, pemerataan didé&an, serta efisiensi
penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan sesuangad prinsip-prinsip
penyelenggaraan pemerintahan

Sejalan dengan itu, Pemerintahan Kota Mataram rapkabh Peraturan Daerah
tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagai komitmatuk mengembangkan
sumberdaya manusia melalui pengembangan potensitgpetidik agar menjadi manusia
yang beriman dan bertagwa kepada Tuhan Yang Malaa lerakhlak mulia, sehat,
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, mampu bersainglgpgaraf nasional dan internasional
serta menjadi warga masyarakat yang demokratis dartanggungjawab dengan
berasaskan persamaan, pemerataan, keadilan, tramsp&untabel, berkelanjutan dan
demokratis.

Untuk mewujudkan tujuan dan strategi dalam penygglaraan dan atau pengelolaan
pendidikan diperlukan pengaturan agar terpenuhiba&kdan kewajiban yang mendasar
bagi warga masyarakat di bidang pendidikan. Old&alsetu, diperlukan Peraturan Daerah
sebagai landasan hukum bagi semua unsur yangttdetegan pendidikan, serta mengikat
semua pihak baik Pemerintahan Kota Mataram mau@syanakat.

1. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas



Pasal 3
Ayat (1)
Informasi perkembangan pendidikan peserta didilgyarkait dengan seluruh
kondisi belajar, dan perkembangan aspek sosiattpedidik.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8
Yang dimaksud dengan sumber daya pendidikan agaiatiukung dan penunjang
penyelenggaraan pendidikan yang berwujud tenaganikpan, dana, serta
prasarana dan sarana.

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Huruf a.
Cukup jelas
Huruf b.
Cukup jelas

Huruf c.
Penetapan kawasan dilarang merokok untuk meninghkdtialitas kesehatan
peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikamr dgrcipta lingkungan
hidup sehat yang bebas dari asap rokok.

Huruf d.
Cukup jelas

Huruf e.

Cukup jelas
Huruf f.

Cukup jelas

Huruf g. Bentuk perlindungan yang dilakukan dapatipa :
a. advokasi;
b. pendampingan dalam proses hukum.



Huruf h.

Cukup jelas
Huruf I.

Cukup jelas
Huruf J.

Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13

Huruf a.
Cukup jelas

Huruf b. Bentuk perlindungan yang dilakukan dapatipa :
a. advokasi;
b. pendampingan dalam proses hukum.

Huruf c.
Cukup jelas

Huruf d.

Cukup jelas
Huruf e.

Cukup jelas

Huruf f.
Cukup jelas

Pasal 14
Huruf a.
Cukup jelas

Huruf b.
Cukup jelas

Huruf c.
Cukup jelas

Huruf d.
Cukup jelas

Huruf e.
Memberikan biaya studi lanjut adalah menyediakaradéimaksudkan dalam
rangka pembiayaan pendidikan bagi anak dari ketu&tgang mampu dan
anak terlantar termasuk beasiswa untuk menarik gaalg masih berada di
luar sistem sekolah sebagai akibat kemiskinan.

Huruf f.
Cukup jelas

Huruf g.
Cukup jelas

Huruf h.
Cukup jelas

Huruf i.
Cukup jelas



Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Bentuk lain yang sederajat antara lain Taman BernBaman Balita, Taman
Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), dan pendidikan anakauwbni yang diintegrasikan
dengan program layanan yang telah ada seperti Rdisy@an Bina Keluarga
Balita.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Jenis pendidikan anak usia dini pada pendidikanmindu antaranya Taman
Kanak-Kanak (TK).
Jenis pendidikan anak usia dini pada pendidikangk®aan di antaranya
Raudhatul Athfal (RA) dan Bustanul Athfal (BA).
Jenis pendidikan anak usia dini pada pendidikarskéiudi antaranya Taman
Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB).

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3).
Yang dimaksud dengan program akselerasi adalah apgag program
pendidikan bagi peserta didik yang mencapai starktanpetensi yang
dipersyaratkan lebih cepat dari waktu yang diteatuk
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas



Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4).
Yang dimaksud dengan program akselerasi adalahapgag program
pendidikan bagi peserta didik yang mencapai stakdanpetensi yang
dipersyaratkan lebih cepat dari waktu yang diteatuk
Ayat (5)
SMK dan MAK dapat terdiri atas 4 (empat) tingkasiss dengan tuntutan
dunia kerja.
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3).
Yang dimaksud program keahlian adalah unit tetk@ada sekolah
menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan yangyeterggarakan
pembelajaran dengan karakteristik keahlian sesragah jenis pekerjaan di
dunia usaha dan industri.
Ayat (4).
Yang dimaksud dengan pemangku kepentingan adathladse pihak yang
terkait dengan program keahlian seperti asosiasifegir dan dunia
usaha/dunia industri terkait.
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Yang dimaksud denganpendidikan bertaraf internasional adalah pola
penyelenggaraan pendidikan mengacu pada inputeqrdan output pendidikan
yang unggul yang dapat dilakukan melalui kerjas&@®merintah Daerah dengan
lembaga pendidikan asing yang diakui atau direkalasikan Pemerintah.
Penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasioreagah merubah satuan
pendidikan yang sudah ada menjadi satuan pendigtag bertaraf internasional.
Yang dimaksud dengan pendidikan berbasis keunggiarah adalah pendidikan
yang diperkaya dan dikembangkan sesuai potensikdkhasan budaya Sasak
dan/atau potensi Mataram sebagai ibukota Provif§.N
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas



Ayat (2).
Yang dimaksud dengan data dan informasi pendidi&dalah data dan
informasi tentang lembaga pendidikan, pendidik damaga kependidikan,
peserta didik, sarana dan prasarana, anggarakykum dan lain-lainnya.
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Yang dimaksud dengan kualifikasi akademik adalazaip yang merefleksikan
kemampuan yang dipersyaratkan bagi guru untuk reefeikan tugas sebagai
pendidik pada jenjang, jenis dan satuan pendidiaBau mata pelajaran yang
diampunyasesuai dengan Standar Pendidikan Nasional.
Pasal 41
Pengangkatan, penempatan, atau pemindahan pertfidikenaga kependidikan
berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah dakamgka pemerataan dan atau
meningkatkan mutu pendidikan.
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Yang dimaksud dengan pendanaan pendidikan adal@lrulsebiaya yang
diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan, mglgniara lain :
a. biaya investasi misalnya biaya pembangunan prasatan sarana pendidikan,
pengembangan sumber daya manusia;
b. biaya operasi pendidikan, misalnya telepon, astrik, gaji, dan alat tulis
kantor;
c. biaya personal meliputi biaya pendidikan yang haliksluarkan peserta didik
untuk mengikuti proses pembelajaran secara teratur.
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Ayat (1)
Huruf a.
Cukup jelas
Huruf b.
Cukup jelas
Huruf c.
Memberikan biaya studi lanjut adalah menyediakamadayang
dimaksudkan dalam rangka pembiayaan pendidikan bagk dari
keluarga kurang mampu dan anak terlantar, termasalsiswa untuk
menarik anak yang masih berada di luar sistem abkeébagai akibat
kemiskinan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas



Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas






